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1BAB I
P E N D A H U L U A N
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah negara yang berkeTuhanan di mana agama 
menempati posisi sentral dan merupakan unsur yang harus ada dalam national 
and character building. Seperti yang dikemukakan oleh Alfred Denning bahwa 
“without religion there can be no morality and without morality there can be 
no law”. Pendapat tersebut menunjukkan adanya korelasi yang erat antara 
agama, moral dan hukum. Hukum tidak akan ada tanpa adanya masyarakat 
pendukungnya, begitu pula sebaliknya. Dengan hidup dan berkembangnya 
masyarakat maka ada dan berlakunya hukum diperlukan guna menjaga 
kelangsungan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat tersebut.1
Perdebatan mengenai aborsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin ramai, 
karena dipicu oleh berbagai peristiwa yang mengguncang sendi-sendi 
kehidupan manusia. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia 
merupakan Hak asasi manusia yang hanya boleh dicabut oleh pemberi 
kehidupan tersebut. Berbicara mengenai aborsi tentunya kita berbicara tentang 
kehidupan manusia karena aborsi erat kaitannya dengan wanita dan janin yang 
ada dalam kandungan wanita. Pengguguran kandungan (aborsi) selalu menjadi 
perbincangan, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut 
bidang kedokteran, hukum maupun disiplin ilmu lain. Aborsi merupakan 
fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu 
bukan tanpa alasan, karena sejauh ini prilaku pengguguran kandungan atau 
aborsi banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada 
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2masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena aborsi menyangkut norma moral 
serta hukum suatu kehidupan bangsa.2
Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan 
hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi 
dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi 
dimana-mana dan bisa saja dilakukan secara illegal. Dalam memandang 
bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali 
apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, persoalan 
aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak 
pidana. Namun dalam perkembangan hukum positif di Indonesia, tindakan 
aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan 
abortus provocatus medicalis/therapeutics. Sedangkan aborsi yang 
digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai abortus 
provocatus criminalis.
Walaupun secara jelas dan tegas aborsi dilarang oleh undang-undang, 
dalam realita kehidupan sehari-hari, hal tersebut banyak sekali terjadi atau 
dilakukan karena berbagai alasan. Antara beberapa alasan dilakukannya aborsi 
adalah karena; kehamilan sebagai akibat hubungan kelamin di luar pernikahan,
masalah sosio ekonomis atau finansial, anak sudah cukup banyak atau gagal 
KB (Keluarga Berencana), adanya cacat bawaan pada janin, belum mampu 
punya anak, dan kehamilan akibat perkosaan. Namun tidak semua alasan 
tersebut dapat menjadi legalnya aborsi untuk dilakukan. 
Sebelum diundangkannya UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 
aborsi menurut hukum positif Indonesia merupakan suatu perbuatan yang 
dilarang dan dapat dikenai sanksi. Menurut KUHP, semua bentuk perbuatan 
aborsi tanpa terkecuali merupakan tindak kejahatan. Namun, seiring dengan 
berjalannya waktu, maka perkembangan hukum juga terjadi mengingat sifat 
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3hukum yang selalu dinamis terhadap perkembangan hidup masyarakat.
Pelarangan aborsi menjadi hal yang kursial untuk dibahas dan menjadi 
diskriminalisasi, dimana aborsi diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu.3
Pedoman WHO tentang aborsi aman mencatat bahwa beberapa negara 
menawarkan layanan aborsi rawat jalan hanya sampai dengan 8 minggu masa 
kehamilan bahkan sehingga usia kehamilan 12-14 minggu. Sementara itu 
beberapa Negara lainnya menawarkan tindakan aborsi dengan tindakan vakum 
hanya sampai dengan 6 atau 8 minggu kehamilan, apabila dirasa aman dapat 
diberikan sampai dengan12-14 minggu kehamilan oleh petugas kesehatan 
terlatih.4
Dari segi hukum positif yang berlaku di Indonesia, masih ada 
perdebatan dan pertentangan dari yang pro dan yang kontra soal persepsi atau 
pemahaman mengenai kebijakan hukum aborsi yang ada sampai saat ini. Baik 
dalam Undang-undang kesehatan, Undang-undang Praktik Kedokteran dan 
Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP). Begitu banyak permasalahan 
yang kompleks yang membuat timbulnya banyak praktik aborsi illegal atau 
aborsi tidak aman yang dilakukan baik oleh tenaga medis formal maupun 
tenaga medis informal, dan yang sesuai dengan standar operasional medis 
maupun yang tidak.
Legalitas, normalitas, budaya dan pandangan mengenai aborsi secara 
substansial berbeda diseluruh negara. Banyak negara di dunia isu aborsi adalah 
permasalahan menonjol dan memecah belah publik atas kontroversi etika dan 
                                                          
3Menurut Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 aborsi dapat dikecualikan 
ketika adanya: i) indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang 
mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat 
bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar 
kandungan; atau ii)  kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi 
korban perkosaan.
4 Diterjemahkan oleh Kami sendiri dari Joanna N. Erdman, “Theorizing Time in 
Abortion Law and Human Rights” Health and human Rights Journal, Edition of Number 1 
Vol. 19, June 2017, Hlm. 39, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5473036/. 
Diakses pada 17 Agustus 2017, jam 11 WIB.
4hukum. Aborsi dan masalah-masalah yang berhubungan dengan aborsi menjadi 
topik menonjol dalam politik nasional di banyak negara seringkali melibatkan 
gerakan menentang aborsi pro-kehidupan (Pro Life)5 dan pro-pilihan (Pro 
Choice)6atas aborsi di seluruh dunia. Menggugurkan kandungan sama halnya 
dengan membunuh atau merampas hak hidup seseorang, hal tersebut 
merupakan suatu pelanggaran hukum yang memiliki sanksi tegas.
Pengaruh ICPD (Konfrensi Internasional Kependudukan dan 
Pembangunan) di Kairo pada tahun 19947 dan FWCW (Konfrensi Perempuan 
Sedunia) di Beijing pada tahun 19958 terhadap perkembangan kehidupan 
masyarakat Indonesia berkaitan dengan aborsi telah menimbulkan adanya dua 
fenomena penting dan menarik, paham Pro Life dan paham Pro Choice. Kedua 
paham didukung oleh kubunya masing-masing sehingga terbentuk dua kubu 
yaitu kubu Pro Life dan kubu Pro Choice. Kubu Pro Life mempunyai 
Pelayanan Pro-Life hampir diseluruh kota besar di Indonesia, sedangkan kubu 
Pro Choice terdiri dari sekelompok dokter anggota IDI (Ikatan Dokter 
Indonesia dan aktivis perempuan yang tergabung dalam beberapa non-
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5organisasi pemerintah yang peduli terhadap perempuan di Indonesia seperti 
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Yayasan Kesehatan 
Perempuan (YKP), Mitra Perempuan, dan sebagainya. Kedua kubu tersebut 
mempunyai persepsi yang berbeda tentang aborsi aman9 karena masing-masing 
bertumpu pada hak yang berbeda.10
Adanya kubu Pro Life dan Pro Choice menjadikan aborsi sebagai 
perbuatan legal yang dapat dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu 
sebagaimana yang telah tercantum dalam undang-undang demi tercapainya 
tujuan negara yaitu sebagai pelindung dan pengayom masyarakat sekaligus 
menjadi kebijakan yang melindungi perempuan.Latar belakang ditetapkannya 
aborsi menjadi legal untuk dilakukan adalah karena tingginya angka kematian 
ibu dan anak akibat tindakan aborsi yang tidak aman (unsafe abortion) atau 
illegal yang dilakukan oleh tenaga medis yang tidak berkompeten. Aborsi 
semacam ini justru banyak dilakukan oleh remaja dalam lingkup usia 15 
hingga 18 tahun dan masih bersekolah. 
Dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tindakan aborsi jelas 
dilarang namun dalam keadaan tertentu aborsi diperbolehkan. Pasal 75 ayat (2) 
UUK menyatakan bahwa aborsi dapat dilakukan jika terjadi indikasi 
kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang 
mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat 
dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga 
menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat 
perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. 
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6Berdasarkan pernyataan Pasal 75 ayat (2) tersebut, terlihat jelas bahwa politik 
hukum dalam Undang-undang Kesehatan merupakan upaya perkembangan 
kebijakan dari rasa ketidakadilan terhadap perempuan dan bertujuan untuk 
melindungi perempuan dari diskriminasi terhadap kejahatan perkosaan tetapi 
justru tidak untuk melindungi remaja perempuan dari kehamilan yang 
diakibatkan oleh pergaulan bebas sebagaimana menjadi dasar ditetapkannya 
kebijakan diskriminalisasi aborsi. Hal ini jelas menunjukkan bahwa remaja 
yang mengalami kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas tidak menjadi 
prioritas atau hal yang justru harus menjadi tanggungjawab pemerintah untuk 
diatasi.
Namun di sisi lain, didiskriminalisasinya aborsi telah mengabaikan hak 
anak untuk tetap hidup dan mendapatkan hak yang sewajarnya ia dapatkan 
menurut undang-undang. Menurut Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 
Tahun 2002, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu, 
dalam UU HAM No. 39 Tahun 1999, dalam Pasal 53 ayat (1)-nya 
merumuskan bahwa “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak hidup, 
mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.” 
Dalam kenyataannya, dewasa ini tidak sedikit perempuan korban 
perkosaan yang harus dengan terpaksa meneruskan kehamilannya karena 
ketidaktahuannya atas kehamilan yang tidak diinginkannya akibat perkosaan. 
Antaranya adalah kasus yang terjadi pada bulan September tahun 2013 di 
Malang, dimana seorang anak berusia 13 tahun hamil 3 bulan akibat diperkosa 
orang yang baru dikenalnya. Seterusnya, pada bulan Desember seorang anak 
berusia 16 tahun hamil 2 bulan setelah digilir 3 orang pria. Pada bulan 
September tahun 2014 di Kupang, seorang siswa Polwan Sekolah Polisi 
Negara Singaraja hamil 4 bulan pasca di paksa bersetubuh oleh sepupunya. 
Pada waktu yang sama, di Jakarta, seorang anak berusia 13 tahun hamil 3 
bulan setelah diperkosa oleh 7 orang kuli bangunan. Pada akhirnya anak 
7tersebut koma karena kecelakaan dan kandungannya harus diaborsi karena 
keadaannya yang tidak memungkinkan untuk ia meneruskan kehamilannya. 
Seterusnya, pada Februari tahun 2015 di Medan, seorang anak berusia 14 tahun 
hamil 4 bulan setelah dihipnotis dan kemudian diajak bersetubuh oleh pelaku. 
Pada bulan Oktober tahun yang sama di Medan, seorang anak berusia 16 tahun 
hamil 8 bulan setelah diperkosa dan digilir oleh 11 orang pria, dimana salah 
satunya merupakan kepala sekolahnya sendiri. Kejadian perkosaan oleh kepala 
sekolahnya berawal saat ia ingin mengambil ijazahnya. Pada  bulan Mei tahun 
2016 di Sidoarjo, seorang anak 14 tahun diperkosa dan digilir 5 pelaku 
perkosaan yang tiga diantaranya merupakan anak di bawah umur. Akibatnya, 
korban hamil sehingga berusia 8 bulan dan lebih parahnya lagi ia diasingkan 
oleh keluarga dan ditempatkan di kandang bebek. Seterusnya, pada bulan Juni 
tahun 2016, di Jombang, seorang anak berusia 13 tahun hamil sehingga 9 bulan 
bahkan sekarang telah melahirkan anak hasil perkosaan, setelah di gilir oleh 5 
pria yang masih tetangganya sendiri yang salah satunya merupakan pacar 
korban. Bahkan untuk kasus ini telah dilakukan mediasi antara keluarga dan 
kelima pelaku, dimana akhirnya dibuat kesepakatan antara keluarga korban 
dan pelaku, yaitu setiap masing-masing pelaku harus membayar ganti rugi 
sebesar 5 juta rupiah, sedangkan pacar korban yang akan bertanggungjawab 
menikahi korban. Namun pada kenyataannya, kesepakatan tersebut dipungkiri 
oleh pelaku. Terakhir, pada bulan Juni tahun 2016, di Pekan Baru, Riau, 
seorang anak di bawah umur melahirkan anak hasil perkosaan oleh ayah 
kandungnya sendiri dan pada akhirnya ia diasingkan dari keluarga.
Semua fakta kasus perkosaan yang dijabarkan Kami diatas semuanya 
dialami oleh anak dibawah umur, masih bersekolah dan usia kehamilannya pun 
sudah tentu melewati 40 hari dari haid terakhir dan tidak boleh diaborsi tanpa 
ada indikasi medis. Bahkan hamper semua korban hanya pasrah menerima 
nasib mereka seakan-akan mereka tidak mengerti ada kehidupan lain yang 
sedang tumbuh di dalam rahim mereka. Kami yakin, kasus-kasus kehamilan 
8karena perkosaan di atas hanya sebagian yang terkuak, masih banyak lagi 
kasus yang belum terkuak mengingat kejahatan perkosaan merupakan aib bagi 
perempuan. 
Dalam kesehatan reproduksi perempuan, kehamilan perempuan akan 
tercatat dalam laporan kesehatannya. Ketika ia hamil lagi dalam 
pernikahannya, sejarah pengguguran kandungan tetap akan menjadi sumber 
data kesehatan bagi pihak medis untuk menentukan kesehatan reproduksi 
seorang perempuan. Bayangkan bagaimana perasaannya kelak ketika ia 
mempunyai jumlah anak yang berbeda dengan kenyataannya akibat aborsi 
yang disengaja? Padahal janin yang diaborsi adalah anak yang tidak berdosa 
dan berhak untuk hidup. Pasti akan menyakitkan semua pihak termasuk dirinya 
sendiri. Berdasarkan fakta kasus-kasus di atas, legalisasi aborsi bukanlah 
merupakan suatu solusi untuk permasalahan kehamilan akibat perkosaan, 
justru ia merupakan kekerasan kedua bagi korban perkosaan. Artinya, 
perempuan korban perkosaan akan mengalami dua kali kekerasan luar biasa 
dalam hidupnya yaitu diperkosa, dan digugurkan kandungannya. Dalam kasus-
kasus tersebut di atas, hampir semua korban meneruskan kehamilannya hingga 
melahirkan anak yang mereka kandung. Meski pada akhirnya mereka 
menerima penderitaan lagi oleh orang-orang terdekat mereka.
Selain itu, keprihatinan atas maraknya kehamilan remaja yang terjadi, 
berdasarkan data yang dimiliki oleh Pusat Informasi dan Layanan Remaja 
(PILAR) PKBI Jawa Tengah tahun 2013 sebanyak 64 kasus Kehamilan Tidak 
Diinginkan (KTD) pada remaja dan 26 kasus berasal dari Semarang. Dari 268 
kasus remaja yang mengakses layanan konseling, (KTD) menduduki peringkat 
pertama, diikuti konflik dengan pacar sebanyak 49 kasus dan 25 taksir-
menaksir, 20 kasus putus dengan pacar. Di sisi lain jumlah remaja usia 10-24 
tahun di Jawa Tengah berdasarkan sensus 2010 mencapai 27%, dan mereka 
sangat rendah aksesnya terhadap kesehatan seksual dan reproduksi. Sementara 
data Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tertinggi yaitu 359 per 
9100.000 kelahiran hidup (SDKI tahun 2013) dan karena jumlah aborsi yang 
tidak tercatat dengan baik, maka ada perhitungan yang memperkirakan aborsi 
menyumbang kematian lebih dari 30% AKI, hal ini disebabkan aborsi masih 
dianggap sebagai tindakan kriminal.11
Mencermati berbagai alasan yang memunculkan aborsi aman (safe 
abortion), karena perempuan tidak ingin melanjutkan kehamilannya seperti: 
sudah punya banyak anak, gagal atau tidak menggunakan atau tidak tahu 
penggunaan alat-alat KB, anak yang lahir kemungkinan menderita cacat, anak 
yang sedang dikandung dibenci oleh ibunya karena kehamilan akibat 
perkosaan, karena perceraian terjadi dalam masa kehamilan atau karena 
keadaan hidup sang ibu sedang mengalami masa kepahitan dan sebagainya, 
masih terlalu muda dan tidak siap untuk hamil (kehamilan karena seks bebas 
atau keintiman berpacaran yang melewati norma etika), keluarga malu karena 
anak gadisnya hamil di luar pernikahan dan merusak nama baik keluarga, dan 
alasan lainnya. Ditegaskan oleh Pranata bahwa semua kenyataan tersebut tidak 
satu pun yang mengancam jiwa ibu dari segi medis.12
Oleh karena itu sangat mengherankan karena justru kenyataan-
kenyataan tersebut yang mendorong dibuatnya Undang-undang No. 36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan yang melegalkan aborsi aman (safe abortion) namun 
sama sekali tidak ada kaitan dengan masalah kesehatan. Sebab apabila 
perempuan yang hamil tersebut mengalami masalah kesehatan, mereka akan 
dengan berani dan tidak sembunyi-sembunyi meminta perawatan dan 
pertolongan medis. Aborsi yang dikatakan tidak aman (unsafe abortion) dan 
telah menyebabkan perempuan mengalami kematian, terjadi karena mereka 
tidak meminta pertolongan dokter atau pihak medis yang berkompeten (malu 
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karena tidak ada kaitannya dengan dengan masalah medis atau karena tidak 
punya uang banyak). Bahkan ada perempuan yang meskipun kehamilannya 
mengancam jiwanya, tidak pergi ke dokter karena satu-satunya alasan adalah 
karena tidak punya uang. Kami mencermati bahwa dengan 
didiskriminalisasinya aborsi dengan dilahirkannya Undang-undang Kesehatan 
No. 36 Tahun 2009, PP Kesehatan Reproduksi No. 61 Tahun 2014, dan PP No. 
3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas 
Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan dinilai sangat 
pro pada hak asasi perempuan namun kontra pada hak asasi anak. Sedangkan 
kita tahu bahwa baik perempuan maupun anak adalah pihak-pihak yang rentan 
menjadi korban kejahatan dan harus lindungi oleh segenap pihak baik 
pemerintah maupun masyarakat.
Dewasa ini tingkat kejahatan moral seperti kasus perzinahan (Pasal 284 
KUHP), pelacuran, perkosaan (Pasal 285-Pasal 286 KUHP), perantara (Pasal 
295 KUHP), germo (Pasal 296 KUHP), perdagangan wanita (Pasal 297 
KUHP), pembunuhan bayi (Pasal 341 KUHP), pengguguran kandungan (Pasal 
346 KUHP dst), bunuh diri (membantu–Pasal 345 KUHP), dan penyebaran 
penyakit kelamin semakin merajalela dan korbannya tidak lain adalah kaum 
perempuan dan anak. Sedangkan pelakunya yang didominasi laki-laki hanya 
mendapatkan sanksi hidup yang sifatnya sementara waktu, berbeda halnya 
dengan korban yang harus menanggung beban dan depresi seumur hidupnya.
Penetapan dilegalkannya aborsi oleh korban perkosaan setelah 40 hari haid 
terakhir13 dalam undang-undang menurut Kami sangat berpotensi 
menimbulkan kejahatan white collar crime14 karena tidak semua orang bisa 
                                                          
13 Pasal 31 ayat (2) PP Kesehatan Reproduksi, “Tindakan aborsi akibat perkosaan 
sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling 
lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Sementara itu, Pasal 
31 ayat (1) huruf b berbunyi, “Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan: b. kehamilan 
akibat perkosaan. 
14 White Collar Crime adalah Kejahatan Kerah Putih atau suatu tindakan kriminal yang 
melanggar hukum yang dilakukan oleh orang yang berasal dari golongan sosial yang tinggi kepada 
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menghitung atau menentukan usia kehamilan yang sedang dikandung korban 
mengingat hitungan tersebut merupakan ilmu eksak dan hanya diketahui oleh 
segelintir pihak tertentu yaitu tenaga medis seperti dokter. Bagaimana jika 
setelah dihitung usia kehamilan korban 47 hari? Apakah kelebihan hanya 7 
hari itu akan merubah keadaan psikologis korban? Apakah aborsi tidak akan 
dilakukan? Bisa saja kehamilan karena perkosaan yang berusia 40 hari dari 
haid terakhir tetap akan diaborsi karena tekanan batin dan psikologis korban
yang depresi dijadikan alasan alasan medis untuk meneruskan aborsi. Selain 
itu, bisa saja kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja akibat pergaulan 
bebas akan diaborsi dengan alasan kehamilan karena perkosaan mengingat 
celah undang-undang yang begitu besar dapat dilakukannya white collar crime.
Oleh yang demikian, hal ini justru akan meningkatkan data aborsi aman 
di Dinas Kesehatan setempat mengingat angka kejahatan moral juga semakin 
meningkat. Selain itu, adanya celah hukum dalam kebijakan hukum aborsi di 
Indonesia memungkinkan terjadinya kejahatan terselubung antara pidak medis 
dan perempuan yang hamil akibat perkosaan. Bagaimana jika tindak aborsi 
tetap dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan 
dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan 
Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan 
Kehamilan Akibat Perkosaan, tetapi dengan menerapkan alasan indikasi medis 
atas tekanan psikologis yang dialami korban meskipun usia kehamilannya 
sudah lewat 40 hari dari haid terakhir, mulai membesar, dan tidak 
memungkinkannya untuk diaborsi? Apakah tekanan psikologis pada korban 
perkosaan tersebut bisa dianggap sebagai indikasi medis? 
                                                                                                                                                                                    
golongan sosial yang lebih rendah (Sutherland: 1949). Merupakan suatu kejahatan professional 
dalam suatu bisnis yang pada umumnya selalu melibatkan unsur finasial atau keuangan. Contohnya, 
kasus undian palsu, penipuan berkedok investasi, korupsi dalam pemerintahan, penipuan layanan 
medis, dan sebagainya (Muhammad Mustofa: 2015). Dikutip dari  
http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-white-collar-crime/ diakses pada 15 Januari 
2017, jam 15.34 WIB.
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Sementara itu, sebagaimana yang telah dijelaskan Kami sebelumnya, 
dewasa ini kasus aborsi illegal atau aborsi tidak aman (unsafe abortion)
didominasi oleh remaja yang berusia 15 sampai dengan usia 18 tahun dan 
kebanyakan antara mereka masih bersekolah dan ada pula yang merupakan 
perempuan pekerja seks komersial (PSK). Namun sampai dengan saat ini 
belum ada kebijakan atau sanksi tegas untuk para remaja yang masih 
bersekolah yang memilih untuk meneruskan kehamilannya. Tidak dapat 
dinafikan, saat ini semakin banyak remaja sekolah yang hamil diluar nikah 
akibat pergaulan bebas dan orang tua merekapun lebih memilih untuk 
menikahkan mereka daripada harus melakukan aborsi tidak aman yang dapat 
mengancam nyawa anak mereka. Disinilah kebijakan sekolah dipertanyakan 
ketegasannya atas prilaku siswa mereka yang mengalami kehamilan tidak
diinginkan. Selama ini belum ada kebijakan negara khususnya dalam dunia 
pendidikan yang mengatur tentang para siswa yang mengalami kehamilan 
tidak diinginkan, yang ada hanyalah kebijakan kepala sekolah beserta 
jajarannya yang cenderung menggunakan perasaan empati untuk 
mengatasinya.
Akibatnya, nilai keTuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila Sila 1 
akan semakin sirna karena tindakan aborsi yang katanya aman sudah tidak 
menghormati pemberian Tuhan yakni pembuahan dalam rahim sebagai 
kehidupan suci yang baru akan dimulai. Nilai-nilai Pancasila akan luntur dan 
pudar seiring berjalannya waktu karena perilaku aborsi dalam kalangan 
masyarakat. Sedihnya lagi, hukum dan kebijakan aborsi di Indonesia 
berpotensi menyumbang atas kecacatan nilai Pancasila.
Perlindungan hukum bagi korban kejahatan di Indonesia masih cacat. 
Menurut Kami, dalam penegakan hukum di Indonesia, sistem peradilan pidana 
lebih berfokus pada penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan tapi tidak 
pada perlindungan hukum dan hak asasi korban. Usaha menjerakan pelaku 
kejahatan tidak sebanding dengan upaya melindungi hak asasi korban 
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kejahatan. Terlihat jelas dalam kasus-kasus kehamilan karena perkosaan di 
atas, ada beberapa korban yang diasingkan keluarga dan ada diantaranya 
kehilangan masa depan dan cita-citanya. Belum lagi sosio-ekonomi para 
korban yang tergolong kelas bawah yang tidak jarang memungkinkan bagi 
mereka untuk memberikan kehidupan yang layak dan memelihara anak yang 
nantinya akan lahir dari korban perkosaan. Di sinilah dibutuhkan perlindungan 
hukum dan hak asasi manusia yang layak bagi korban yang hamil dan anak 
yang mereka kandung akibat perkosaan.
Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya15 bahwa, reformasi di bidang 
hukum harus dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian Pancasila, 
Undang-Undang Dasar 1945, serta persatuan dan kesatuan bangsa.Usaha 
menangkal atau mengantisipasi kejahatan di bidang peradilan dengan 
menggunakan hukum pidana berarti melaksanakan politik hukum pidana. 
Sementara itu, menurut Sudarto,16 bahwa melaksanakan politik hukum pidana 
berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan 
pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna 
sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan masa-masa yang akan 
datang. Berdasarkan uraian di atas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan untuk memajukan kesejahteraan umum/kesejahteraan masyarakat 
berdasarkan Pancasila, maka pemerintah dengan segenap kalangan masyarakat 
perlu mengkaji ulang kebijakan diskriminalisasi aborsi yang diatur dalam 
KUHP Indonesia khususnya ditinjau dari perspektif hak asasi anak dan 
perempuan agar semua dapat dilindungi tanpa terkecuali.
Menurut Kami, diskriminalisasi aborsi yang diatur dalam perundang-
undangan Indonesia tidak seimbang dan tidak adil dalam melindungi 
                                                          
15 Nyoman Serikat Putra Jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas 
Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 52-53.  
16 Ibid, hlm. 68. Lihat juga Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum 
Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), hlm. 23. Periksa juga Sudarto, Hukum 
dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 151-153.   
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kehidupan masyarakatnya baik anak, maupun perempuan sehingga diperlukan 
kajian dan analisis lebih dalam mengenai kebijakan hukum aborsi di Indonesia. 
Berdasarkan uraian di atas, Kami tertarik untuk menulis penelitian tesis yang 
berjudul KAJIAN PERKEMBANGAN KETENTUAN ABORSI DAN 
PEMBARUANNYA (Telaah Hak Asasi Manusia Atas Kehamilan yang 
Tidak Diinginkan).
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana perkembangan ketentuan aborsi ditinjau dari hak asasi manusia 
atas kehamilan yang tidak diinginkan?
2. Bagaimana pembaruan hukum terhadap ketentuan aborsi ditinjau dari hak 
asasi manusia atas kehamilan yang tidak diinginkan?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:
1. Tujuan Objektif
i. Untuk mengetahui dan mengkaji ketentuan aborsi yang diberikan 
kepada perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak 
diinginkan (KTD) saat ini di Indonesia.
ii. Untuk mengetahui  dan mengkaji bagaimana seharusnya 
penyelesaian hukum terhadap perempuan yang mengalami 
kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan janin yang 
dikandungnya.
iii. Untuk mengetahui bagaimana formulasi ketentuan hukum yang 
ideal bagi perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak 
diinginkan (KTD) dan janin yang dikandungnya.
2. Tujuan Subjektif
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i. Untuk menambah dan menerapkan pengetahuan yang sudah Kami
peroleh dalam ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Pidana 
Ekonomi.
ii. Untuk memenuhi  tugas akhir sebagai syarat kelulusan guna 
memperoleh gelar Magister di bidang ilmu hukum pada Program 
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Praktis
i. Sebagai wadah bagi Kami untuk menerapkan ilmu yang telah 
diperoleh selama perkuliahan berlangsung ke dalam praktek di 
masyarakat.
ii. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan 
wawasan dan gagasan ilmu hukum dalam kebijakan-kebijakan 
Negara khususnya dalam ilmu Hukum Pidana Ekonomi.
2. Manfaat Teoritis
i. Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan 
ilmu hukum khususnya dalam ilmu hukum pidana.
ii. Diharapkan dapat menjadi salah satu kepustakaan dan referensi 
dalam Kamian dan penelitian hukum khususnya dalam penelitian 
hukum pidana yang sejenisnya.
iii. Diharapkan dapat menjadi gagasan dalam pengaturan khususnya 
mengenai tindakan atau legalisasi aborsi di Indonesia.
